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Abstrak

Pendidikan hukum merupakan salah satu pendekatan dari Pendidikan Kewarganegaraan yang memiliki fungsi
untuk menjadikan warga negara yang taat hukum dan berperilaku sesuai peraturan yang berlaku. Penelitian ini
penting dilakukan karena bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pendidikan Kewarganegaraan dapat dijadikan
sebagai pendidikan hukum. Pendidikan hukum diharapkan dapat membekali setiap generasi menjadi individu
yang tahu, paham, mengerti dan berperilaku sesuai dengan norma. Metode yang digunakan dalam penulisan
artikel ini adalah dengan literatur review yang mengacu pada sumber primer berupa artikel ilmiah. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan dapat diintegrasikan dengan pendidikan hukum
melalui beberapa cara diantaranya: Pengenalan terhadap Sistem Hukum, Pengajaran tentang Hak dan Kewajiban,
Studi Kasus dan Simulasi Hukum, Diskusi Etika dan Moral dalam Konteks Hukum, Pengajaran tentang Proses
Hukum dan Sistem Peradilan, Pelatihan dalam Keterampilan Hukum Praktis dan Pengintegrasian dengan Mata
Pelajaran Lain. Penelitian ini berdampak pada perubahan mindset setiap orang bahwa Pendidikan
Kewarganegaraan tidak hanya soal teoritis tetapi juga membahas aspek praktis bagi kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara.

Kata Kunci: Model Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Hukum

Abstract

Legal education is one of the approaches to Citizenship Education which has the function of making citizens
obey the law and behave according to applicable regulations. This research is important because it aims to find
out how Citizenship Education can be used as legal education. Legal education is expected to equip each
generation to become individuals who know, understand, understand, and behave in accordance with norms.
The method used in writing this article is a literature review which refers to primary sources in the form of
scientific articles. The research results show that Citizenship Education can be integrated with legal education
in several ways, including Introduction to the Legal System, Teaching about Rights and Obligations, Case
Studies and Legal Simulations, Discussion of Ethics and Morals in a Legal Context, Teaching about the Legal
Process and Judicial System, Training in Practical Legal Skills and Integration with Other Subjects. This
research has an impact on changing everyone's mindset that Citizenship Education is not only a theoretical
matter but also discusses practical aspects of life in society, nation, and state.
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PENDAHULUAN

Tujuan utama dari Pendidikan Kewarganegaraan adalah menjadikan warga negara yang baik atau good
citizen (Taufik et al., 2022). Indikasi seorang warga negara yang baik dapat dilihat dari beberapa indikator,
diantaranya memiliki sikap demokratis, taat hukum, bersikap religius dan toleran (Violina et al., 2022). Fokus
permasalahan dari tulisan ini adalah pada point ketaatan terhadap hukum. Penulis mengutip indikator ketaatan
hukum dari Soerjono Soekanto dalam (Edwi, 2015), menurutnya ada empat indikator seorang warga negara bisa
dikatakan taat hukum, pertama pengetahuan terhadap hukum, kedua pemahaman terhadap hukum, ketiga sikap
terhadap hukum dan keempat perilaku terhadap hukum. Untuk menjadikan seorang warga negara yang taat
hukum bisa dilakukan melalui pendidikan formal. Seseorang bisa belajar hukum mulai dari tingkat dasar,
menengah sampai pendidikan tinggi, sisipan materi mengenai hukum bisa dilakukan melalui Pendidikan
Kewarganegaraan.

Pendidikan formal berperan penting dalam membentuk nilai dan perilaku individu, termasuk
kepatuhannya terhadap supremasi hukum (Chen et al., 2020). Penulisan artikel ini penting dilakukan karena
bertujuan untuk mengeksplorasi berbagai cara di mana pendidikan formal berkontribusi terhadap
pengembangan warga negara yang taat hukum. Dalam tulisan nya (Badriyah et al., 2020) menyebutkan bahwa
Pendidikan formal, khususnya melalui ajaran moral dan etika, menanamkan perilaku yang benar dan salah pada
individu. Landasan ini membantu setiap individu untuk memahami pentingnya mematuhi hukum dan
konsekuensi jika melanggarnya. Dengan menumbuhkan rasa tanggung jawab moral, pendidikan formal
mendorong perilaku taat hukum di kalangan warga negara. Lain halnya dengan pendapat (Obi et al., 2022) yang
mengatakan bahwa pendidikan yang menyeluruh membekali individu dengan pemikiran kritis dan keterampilan
pengambilan keputusan. Keterampilan ini memungkinkan warga negara menganalisis situasi dan membuat
pilihan berdasarkan informasi yang tersedia. Kemampuan berpikir kritis ini membantu individu memahami
implikasi hukum dari tindakannya dan mendorong mereka untuk mengikuti hukum (Inderawati et al., 2021).
Sepanjang pendidikannya, siswa belajar tentang sejarah negaranya dan perkembangan sistem hukumnya.
Pengetahuan ini menumbuhkan rasa hormat terhadap otoritas dan supremasi hukum. Dengan memahami
pentingnya sistem hukum dan perannya dalam menjaga ketertiban sosial, warga negara akan lebih cenderung
mematuhi hukum dan mendukung lembaga-lembaganya (Niu et al., 2021).

Pendidikan formal juga mendorong keterlibatan dan tanggung jawab masyarakat dengan mengajarkan
siswa tentang hak dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara (Kaumba et al., 2020). Hal ini mencakup
pembelajaran tentang proses demokrasi, prinsip-prinsip keadilan, dan pentingnya berpartisipasi dalam
kehidupan bermasyarakat(Arizka, 2020). Dengan menumbuhkan rasa tanggung jawab sipil, pendidikan
mendorong individu untuk menjunjung tinggi hukum dan berkontribusi positif kepada masyarakat. Sekolah dan
institusi pendidikan menyediakan ruang yang aman untuk berdialog dan berdiskusi secara terbuka mengenai
berbagai isu sosial, politik, dan hukum (Bahrudin, 2019). Platform ini memungkinkan siswa untuk
mengutarakan pendapatnya, bertanya, dan belajar satu sama lain (Santoso et al., 2023). Melalui diskusi-diskusi
ini, individu dapat mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hukum dan alasan di baliknya,
sehingga menjadikan mereka menjadi warga negara yang lebih taat hukum.

Gap penelitian ini menjadikan pendidikan formal memainkan peran penting dalam mendorong warga
negara yang taat hukum dengan menanamkan rasa moralitas dan etika, mengembangkan pemikiran kritis dan
keterampilan mengambil keputusan, menumbuhkan rasa hormat terhadap otoritas dan sistem hukum,
mendorong keterlibatan dan tanggung jawab masyarakat, dan menyediakan sebuah platform untuk diskusi dan
dialog terbuka. Dengan berfokus pada aspek-aspek utama ini, pendidikan dapat membantu membentuk
masyarakat yang lebih taat hukum.

Dengan belajar hukum dari setiap jenjang pendidikan, tentunya sudah selayaknya menjadikan warga
negara yang taat hukum. Namun fakta di lapangan masih kerap terjadi perilaku-perilaku menyimpang yang
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melanggar hukum, diantaranya mencuri, berbohong atau menyebarkan kabar palsu, merampas nyawa orang lain
tanpa belas kasih, dan melakukan pelecehan seksual. Dengan maraknya perilaku tersebut perlu dikaji solusi
aplikatif agar peristiwa pelanggaran hukum bisa diminimalisir.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah Literatur review yang bersumber dari bahan
bacaan primer berupa artikel ilmiah yang diterbitkan di jurnal nasional maupun jurnal internasional. Literature
review adalah sebuah metode penelitian yang melibatkan analisis terhadap literatur atau karya tulis yang relevan
dengan topik atau pertanyaan penelitian yang sedang dibahas. Penyusunan tulisan ini dilakukan selama 4 bulan
mulai September sampai Desember 2023. Literatur Review merupakan komponen penting dalam setiap proses
penelitian, karena memungkinkan peneliti untuk memeriksa dan menyintesis pengetahuan yang ada mengenai
topik tertentu. Analisis komprehensif terhadap penelitian-penelitian sebelumnya membantu peneliti
mengidentifikasi kesenjangan dalam pemahaman saat ini, mengembangkan ide-ide inovatif, dan memberikan
landasan yang kuat untuk penelitian berikutnya. Adapun tahapan penelitian yang dilakukan yaitu: pertama,
mengidentifikasi sumber yang relevan, peneliti memulai dengan mengidentifikasi sumber relevan yang
berkaitan dengan topik penelitian termasuk artikel akademis, buku, makalah konferensi, dan materi relevan
lainnya. Penggunaan data Base, mesin pencari, dan daftar referensi membantu peneliti menemukan sumber-
sumber tersebut. Kedua, mengevaluasi kualitas sumber, penting untuk menilai kredibilitas dan relevansi sumber
yang diidentifikasi. Hal ini dapat dilakukan dengan mengevaluasi kredensial penulis, tanggal publikasi, dan
metodologi yang digunakan dalam penelitian. Peneliti fokus pada sumber yang berwenang dan bereputasi baik
untuk memastikan keandalan tinjauan literaturnya Ketiga, mengategorikan dan mengatur sumber, setelah
sumber yang relevan diidentifikasi, sumber tersebut harus diorganisasikan dan dikategorikan berdasarkan tema,
metodologi, atau temuannya. Hal ini akan memfasilitasi presentasi tinjauan pustaka yang koheren dan
terstruktur. Keempat, menganalisis sumber secara kritis dengan cara menganalisis sumber secara kritis untuk
mengidentifikasi kekuatan dan kelemahannya. Analisis ini akan membantu untuk menentukan nilai informasi
yang diberikan dan mengidentifikasi potensi kesenjangan dalam pengetahuan yang ada. Terakhir, menyintesis
informasi, yaitu melibatkan sintesis informasi yang diperoleh dari sumber dengan cara mengidentifikasi pola,
tema umum, dan inkonsistensi dalam penelitian yang ada, dan menggunakan informasi ini untuk
mengembangkan pemahaman komprehensif tentang topik tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil
Pengertian Hukum

Avristoteles mengatakan bahwa hukum adalah keseluruhan atas apa yang ditetapkan pemerintah baik
tertulis maupun tidak tertulis. Thomas Hobbes mengatakan bahwa hukum diciptakan agar terciptanya keadilan
dan kedamaian di masyarakat. Menurut John Locke mengatakan bahwa hukum mengikat semua orang agar
tidak bertindak sesuka hati. Roscoe Pound mengatakan bahwa hukum dibuat untuk mengatur konflik agar segera
terselesaikan. Hans Kelsen menyebutkan bahwa hukum menghadirkan hak dan kewajiban yang mengikat setiap
warga negara. Lon L. Fuller mengatakan bahwa hukum dibuat untuk mengarahkan kehidupan manusia agar
hidup lebih teratur.

Banyak sekali pendapat para ahli mengenai definisi dari hukum itu sendiri. Penulis menyimpulkan bahwa
hukum adalah sekumpulan peraturan norma yang dibuat oleh lembaga yang berwenang untuk menciptakan
ketertiban dan kedamaian di masyarakat yang sifathya memaksa karena di dalamnya terdapat perintah, larangan
dan sanksi. Di Indonesia, lembaga yang berwenang membuat hukum adalah badan legislatif yaitu DPR sehingga
tidak semua orang boleh mengeluarkan hukum atau aturan masing-masing.
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Indikator Kesadaran Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, indikator kesadaran hukum terdiri dari:
Pengetahuan Hukum (Knowledge of Law). Ini diperoleh melalui transformasi pengetahuan berupa teori-teori
yang dihasilkan dan diberikan pada saat kegiatan pembelajaran di persekolahan. Dengan demikian muncul
istilah “presumptio iures de iure” yang berarti semua orang tahu tentang hukum. Pengetahuan terhadap
segala aturan yang berlaku, baik itu berupa pasal maupun simbol (Dewantara et al., 2022).

. Pemahaman Hukum (Understanding of Law). Ini berarti setiap warga negara mengerti setiap aturan yang

diberlakukan, faham terhadap maksud dan tujuan aturan tersebut dibuat. Semisal contoh, ketika seseorang
melihat tanda berarti tidak hanya tahu maknanya bahwa itu “dilarang mendahului” tetapi juga paham
alasan pemberlakuan aturan tersebut seperti karena berada di tikungan sehingga pandangan terhalang.

. Sikap Hukum (Attitude of Law). Sikap ini akan tercermin dari pemahamannya terhadap hukum. Seseorang

tentu mempunyai dua pilihan dalam bersikap, mengikuti ataukah melanggar. Orang dengan ketaatan hukum
yang tinggi akan senantiasa bersikap sesuai dengan aturan yang berlaku. Tidak ada istilah negosiasi dalam
menyikapi hukum apalagi menafsirkan hukum berdasarkan kehendaknya. Hukum harus berdasar pada fakta
dan data bukan berdasarkan asumsi, persepsi apalagi antipati (Rentini et al., 2023).

Perilaku Hukum (Behavior of Law). Perilaku terhadap hukum merupakan puncak dari kepatuhan terhadap
hukum. Hal ini tercermin dari kebiasaan seseorang dalam berperilaku sesuai dengan aturan. Akan menjadi
hal yang dianggap kurang sehingga muncul penyesalan dari dalam hati sanubari ketika seseorang melakukan
kesalahan (Senjiliana et al., 2023).

Pembahasan
Model Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Pendidikan Hukum

1.

Pengenalan terhadap Sistem Hukum: Model ini memberikan pemahaman mendalam tentang sistem hukum
yang berlaku di suatu negara. Ini termasuk struktur hukum, prinsip-prinsip dasar, dan proses hukum yang
ada (Yasin, 2017). Pengenalan mengenai lembaga-lembaga peradilan yang ada di Indonesia mulai dari
pengadilan negeri, pengadilan tinggi sampai mahkamah agung perlu dikunjungi untuk melakukan observasi.
Istilah-istilah seperti vonis, banding, replik, pledoi, dIl perlu dikenalkan kepada setiap masyarakat yang
masih awan terhadap sistem hukum di Indonesia.

Pengajaran tentang Hak dan Kewajiban: Siswa diberi pemahaman yang kuat tentang hak dan kewajiban
warga negara sesuai dengan konstitusi dan hukum yang berlaku. Mereka juga belajar tentang hak asasi
manusia dan kebebasan sipil (Bunyamin, 2008). Hak dan kewajiban merupakan dua hal yang tidak bisa
terpisahkan. Agar pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban tidak terjadi maka perlu memasukkan
materi mengenai Hak Asasi Manusia pada kurikulum pendidikan.

Studi Kasus dan Simulasi Hukum: Model ini dapat melibatkan studi kasus nyata atau simulasi peradilan
untuk memberikan pengalaman langsung dalam memahami bagaimana hukum diterapkan dalam kehidupan
sehari-hari (Islamiyati et al., 2020). Model pembelajaran yang tepat yang dapat dilakukan adalah model
pembelajaran Role Playing atau bermain peran.

uuuuu
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Gambar di atas merupakan contoh pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan pada materi sistem hukum

dan peradilan nasional dengan menggunakan model role playing di SMK Budi Raksa Lembang.

4. Diskusi Etika dan Moral dalam Konteks Hukum: Selain mengajarkan tentang hukum itu sendiri, model ini
juga membahas pertimbangan etika dan moral yang terkait dengan keputusan hukum. Siswa diajak untuk
mempertimbangkan implikasi etis dari kasus-kasus hukum tertentu (Misbahudin, 2021). Etika dan moral
sangat penting diterapkan dalam proses pendidikan hukum seperti jalannya persidangan. Kita pernah melihat
tayangan langsung jalannya persidangan Jesica Kumala Wongso dalam kasus kopi sianida dan terlihat
perdebatan panjang antara kuasa hukum dengan jaksa penuntut hukum bahkan ketua sidang. Ada proses
pembelajaran etika dan moral dalam sesi tersebut, sekalipun berbeda pendapat namun tetap mengikuti kaidah
norma yang diatur dalam jalannya persidangan. Dengan melihat langsung jalannya persidangan, siswa akan
tertarik dan mau belajar mengenai hukum yang banyak dianggap orang sebagai materi yang membosankan.

5. Pengajaran tentang Proses Hukum dan Sistem Peradilan: Siswa belajar tentang proses hukum, termasuk
bagaimana kasus-kasus diselesaikan di pengadilan, peran berbagai lembaga hukum, dan peran dari berbagai
aktor hukum (Tampubolon et al., 2021). Pengajaran tentang proses hukum dan sistem peradilan mencakup
pemahaman tentang bagaimana hukum diterapkan dan proses pengadilan berlangsung dalam suatu
masyarakat. Beberapa konsep penting yang biasanya diajarkan dalam pengajaran tentang proses hukum dan
sistem peradilan diantaranya prinsip Keadilan: Membahas konsep keadilan dan bagaimana hukum bertujuan
untuk mencapai keadilan dalam masyarakat. Konsep Kepastian Hukum: Menekankan pentingnya aturan
yang jelas dan dapat diakses oleh semua orang. Asas legalitas mengatakan bahwa tiada suatu perbuatan dapat
dipidana jika belum ada aturan yang diberlakukan. Prinsip Kemanfaatan Umum: Menyelidiki bagaimana
hukum seharusnya mempromosikan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

6. Pelatihan dalam Keterampilan Hukum Praktis: Selain pemahaman teoritis, model ini juga memberikan
pelatihan dalam keterampilan praktis seperti penelitian hukum, analisis kasus, dan kemampuan untuk
menyusun argumen hukum (Pribadi et al., 2022). Keterampilan hukum praktis sangat penting untuk
mempersiapkan calon profesional hukum untuk bekerja di lapangan. Beberapa keterampilan hukum praktis
yang bisa diajarkan dalam pelatihan hukum:

a. Penelitian tentang Hukum: Mengajarkan cara melakukan penelitian hukum yang efektif dengan
menggunakan berbagai macam sumber-sumber hukum yang berbeda, termasuk di dalamnya kasus
hukum yang sedang berlangsung atau telah selesai, undang-undang, regulasi, dan dokumen hukum
lainnya yang dianggap perlu.

b. Mengajarkan kemampuan untuk membaca dan memahami kasus hukum, mengidentifikasi isu-isu hukum
yang terlibat, dan menganalisis argumen yang diajukan oleh pihak-pihak terkait.

c. Melatih untuk mengevaluasi bagaimana kasus hukum dapat berdampak pada penyelesaian suatu masalah
hukum

7. Pengintegrasian dengan Mata Pelajaran Lain: Model ini dapat memasukkan prinsip-prinsip hukum ke dalam
berbagai mata pelajaran lain seperti Pendidikan Kewarganegaraan, Sejarah, Ekonomi, Atau Bahkan lImu
Pengetahuan Alam, untuk menunjukkan Kketerkaitan antara hukum dan berbagai aspek kehidupan
(Prasetyono & Hariyono, 2020). Dalam bidang sejarah yang notabene menjelaskan peristiwa dimasa lampau
akan mengajarkan kepada siswa bagaimana proses hukum yang sekarang diberlakukan ini bermula. Dalam
bidang ekonomi berkenaan dengan aspek pemenuhan kebutuhan hidup manusia, kegiatan ekonomi seperti
jual beli, simpan pinjam, hutang piutang, perlu diajarkan bagaimana kegiatan-kegiatan ini tidak merugikan
orang lain. Ini juga mengajarkan setiap warga negara untuk tidak menghalalkan segala macam cara dalam
proses pemenuhan kebutuhan hidupnya dengan tetap berperilaku sesuai dengan kaidah norma yang berlaku
di masyarakat setempat.

8. Pengajaran tentang Partisipasi dan Keterlibatan dalam Proses Demokrasi: Siswa diajak untuk memahami
pentingnya partisipasi aktif dalam proses demokratis, termasuk pemilihan umum, pembuatan kebijakan, dan
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advokasi masyarakat sipil (Rahayu et al., 2017). Demokratis berarti menerima perbedaan, menyelesaikan
konflik dengan cepat dan tanpa kekerasan, melakukan musyawarah mufakat, dan tidak memaksakan
kehendak kepada orang lain yang berbeda pandangan.

Dampak penelitian Model Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Hukum terhadap
pengembangan ilmu pengetahuan dapat ditelaah melalui berbagai aspek, antara lain pengaruhnya terhadap
metodologi pengajaran, desain kurikulum, dan lanskap pendidikan secara keseluruhan. Model Pendidikan
Kewarganegaraan sebagai salah satu bentuk Pendidikan Hukum bertujuan untuk membekali peserta didik
dengan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang diperlukan agar menjadi warga negara yang
bertanggung jawab dan aktif (Santoso, 2020). Model ini menekankan pentingnya pemahaman dan kepatuhan
terhadap supremasi hukum, menumbuhkan pemikiran Kkritis, dan meningkatkan rasa tanggung jawab sebagai
warga negara. Dengan memasukkan model ini ke dalam sistem pendidikan, siswa dapat mengembangkan
landasan yang kuat dalam prinsip-prinsip hukum dan apresiasi terhadap peran hukum dalam masyarakat (Storey,
2023).

Mengintegrasikan Model Pendidikan Kewarganegaraan ke dalam sistem pendidikan dapat mengarah pada
penerapan metodologi pengajaran yang inovatif. Dengan menekankan pentingnya berpikir kritis dan pemecahan
masalah, pendidik dapat menggabungkan pengalaman pembelajaran interaktif dan langsung yang melibatkan
siswa dan meningkatkan pemahaman konsep hukum yang lebih dalam. Pendekatan ini dapat membantu siswa
mengembangkan keterampilan penting untuk sukses dalam karier masa depan mereka dan berkontribusi pada
pertumbuhan pengetahuan secara keseluruhan di bidang pendidikan (Chayinska et al., 2022). Model Pendidikan
Kewarganegaraan juga dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap desain kurikulum, karena
mendorong masuknya beragam perspektif dan pendekatan interdisipliner dalam pembelajaran. Dengan
mengintegrasikan pendidikan hukum dengan mata pelajaran lain seperti sejarah, politik, dan sosiologi, siswa
dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang kompleksitas hukum dan perannya dalam
masyarakat (Martono et al., 2022). Pendekatan holistik ini dapat menumbuhkan keingintahuan intelektual dan
berkontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di berbagai disiplin ilmu.

KESIMPULAN

Dengan mengembangkan dan mengimplementasikan Model Pendidikan Kewarganegaraan sebagai
Pendidikan Hukum, tujuannya adalah agar siswa dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan hukum yang
dapat membuat mereka untuk menjadi warga negara yang sadar akan hukum, dapat berpartisipasi aktif dalam
kegiatan masyarakat secara arif dan bijaksana, serta memahami dampak hukum dari tindakan mereka atau
perbuatan yang mereka lakukan. Ketika Model Pendidikan Kewarganegaraan diadopsi secara lebih luas, hal ini
dapat memberikan kontribusi terhadap perbaikan lanskap pendidikan secara keseluruhan. Dengan
menumbuhkan budaya tanggung jawab sipil dan pemikiran kritis, model ini dapat membantu menciptakan
masyarakat yang lebih terinformasi dan terlibat. Selain itu, seiring dengan semakin banyaknya individu yang
mengenal sistem hukum serta hak dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara, kualitas pengambilan
keputusan dan penyelesaian masalah di masyarakat secara keseluruhan dapat meningkat. Model Pendidikan
Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Hukum berpotensi memberikan dampak yang signifikan terhadap
perkembangan ilmu pengetahuan di bidang pendidikan. Dengan mempromosikan metodologi pengajaran yang
inovatif, menyempurnakan desain kurikulum, dan meningkatkan lanskap pendidikan secara keseluruhan, model
ini dapat berkontribusi pada pertumbuhan pemahaman manusia dan kemajuan intelektual.
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